
 

 
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  

DI BIDANG KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4          

Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang 

Kesehatan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah, sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan           

di Bidang Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang                                         

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12          

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965   

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang        

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan           

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan       

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 6887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6618); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17        

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12      

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan           

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana        

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76       

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 221); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN. 
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Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri D), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.  

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 21 Agustus 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 
 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 21 Agustus 2025 

 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

TOMIE HERAWANTO 

 

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2025 Nomor 6 Seri D  

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 129-4/2025 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  

DI BIDANG KESEHATAN 

 

I. UMUM 
 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9         

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dilarang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  

lebih tinggi. 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan bertentangan dengan 

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri        

Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu    

Satu Pintu Daerah, yang menyebutkan Pendelegasian Wewenang Bupati          

di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diberikan kepada       

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

   Cukup Jelas.  

Pasal 2 

  Cukup Jelas. 

 


